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PUTUSAN
Nomor 321/Pdt.G/2018/PA.Tgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

I < pat dan tanggal lahir Berau, 01 Maret

1985, agama Islam, pekerjaan XXXXXXXXX XXXXXXXX,

Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat

kediaman di [
I <-bupaten Berau dalam hal
ini memberikan kuasa kepada | EGTccNGNG
- o berkantor di [N
|
I <ota Samarinda

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai
Pemohon,
melawan
B (<ot dan tanggal lahir sei meriam, 01 Maret 1990,
agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan

Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di

Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi
dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka

sidang;
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DUDUK PERKARA
Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 Februari
2018 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 321/Pdt.G/2018/PA.Tgr,
tanggal 26 Februari 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang
menikah di Sei Meriam, Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara,
Pada tanggal 25 Juni 2008, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta
Nikah Nomor : 162/18/V1/2008, tanggal 25 Juni 2008 Yang diterbitkan oleh
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai

Kartanegara ;

Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang

anak bernama ;

Bahwa pada awal berlangsungnya pernikahan/perkawinan Pemohon dan
Termohon menjalani hidup rukun dalam membentuk keluarga (rumah
Tangga) sebagai ikatan suami-istri yang bahagia, tinggal bersama di jalan
Gajah Mada, Kelurahan Bugis, Kecamatan Tanjung Redeb dan Pemohon

menjalankan usaha dengan berdagang barang perabot rumah tangga ;
Bahwa sejak pertengahan tahun 2009 kehidupan rumah tangga Pemohon
dan Termohon sudah mulai timbul percekcokan dan pertengkaran , hal ini

disebabkan tindakan Termohon sebagai berikut :

Termohon Terlalu cemburu dengan menuduh Pemohon mempunyai
hubungan perselingkuhan dengan karyawann toko Pemohon ;
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Termohon juga menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita-wanita lain,

pada hal tuduhan- tuduhan tersebut tidak benar ;

Bahwa tindakan cemburu dan tuduhan Termohon dilakukan dengan cara
menggunakan HP Pemohon dengan mengirim SMS kepada Karywan Toko
Pemohon dengan kata-kata jangan ganggu rumah tangga kami hal
tersebut dilakukan berulang kali dengan kata-kata dan kalimat yang tidak
menyenangkan dan dilakukan kepada karyawan toko Pemohon lainnya ,
sehingga karyawan toko Pemohon berhenti bekerja pada toko Pemohon ;

Halaman 2

dari 5 halaman

Bahwa akibat cemburu dan tuduhan Termohon tersebut mengakibatkan
sering terjadi pertengkaran, sehingga pada bulan Oktober tahun 2011
Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Sei Mariam, dan pada bulan Mei

2012, Termohon Pulang Ke Berau ;

Bahwa Kelangsungan rumah tangga Pemohon dan melihat tidak ada
perubahan sikap dari pada Termohon yang selalu cemburu dan senantiasa
melancarkan tuduhan kepada Pemohon dan tetap menuduh berselingkuh
kepada wanita lain dan puncaknya pada bula Nopember 2013 saat Pemohon

berada di rumah teman yang bernama || GGG -

didatangi oleh Termohon degan menuduh Kepada Pemohon berselingkuh

dengan karyawan tersebut ||| | | | | BBBEE. 7ermohon dengan sikap

berdiri tidak mau duduk di kursi di ruang Tamu dengan menyuruh Pemohon

segera pulang ke rumah ;
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Bahwa tak lama setelah Pemohon sampai di rumah terjadi pertengkaran dan
percekcokan dengan Termohon, dan setelah 2 (dua) hari setelah
pertengkaran tersebut Termohon pergi meninggalkan rumah dan membawa
semua pakaiannya dan membawah anak Pemohon/Termohon atas nama :

I . ian pulang ke rumah

orang tuanya di Sei Mariam ;

Bahwa pada awal tahun 2014 Pemoho Aktif menjalankan Usaha Kontraktor
dan Pemohon di dalam menjalankan usahanya tersebut dengan jam kerja
tidak terjadwal secara pasti dan selalu bepergian keluar kota bersama teman
kerja dan rekat sejawat ;

Bahwa pada bulan Juli 2015, Termohon dengan membawa anak Pemohon/
Termohon | - /ang ke
Berau dan atas kedatangan Termohon tersebut, Pemohon mengira adanya
perubahan prilakunya namun dalam kenyataannya Termohon tidak ada
perubahan dan tidak mau mengerti pula atas pekerjaan Pemohon sebagai

Kontraktor dengan bekerja tidak terjakwal waktunya ;

Bahwa menjelang hari Raya Idul Fitri tahun 2017, Pemohon menerima SMS
dari teman sejawat dengan ucapan Selamat Hari Raya Idhul Fitri, dan
setelah SMS tersebut dibaca oleh Termohon lalu marah dan menuduh yang

mengirim SMS

Halaman 3 dari 5 halaman
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tersebut adalah selingkuh Pemohon lalu terjadi pertengkaran dan percekcokan
hebat dan Termohon mengambil pisau dan mengejar Pemohon namun
ditahan/dihalau oleh Ibu Termohon, dan akhirnya Termohon pulang ke Sei

Mariam bersama ibunya dan membawa paksa kedua anaknya terebut

Bahwa melihat tindakan dan kejiwaan dari pada Termohon yang emosional
tersebut diatas maka Pemohon mohon Kepada Majelis Hakim yang
memeriksa dan memutus perkara aquo untuk Pemeliharaan dan asuhan
ke dua anak yang lahir dari Perkawinan Pemohon dan Termohon yang

bernama

Dalam pemeliharaan dan pengasuhan Pemohon

Bahwa atas tindakan Termohon tersebut di atas jelas sudah di luar batas
kewajaran dan tidak bisa diterima oleh Pemohon, maka dengan demikian
Pemohon sudah tidak tahan dan tidak sanggup lagi bersama dengan

Termohon dan Pemohon memilih bercerai saja dengan Termohon :

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada
Pengadilan Agama Tenggarong, agar menjatuhkan putusan yang amarnya
sebagai berikut:

Mengabulkan Permohonan Pemohon -
Menetapkan memberi izin kepada pemohon (HENDRA MUSTAFA Bin
MUSTAFA ) untuk menjatuhkan talak satu raja€™i terhadap Termohon

(MELATI Binti UDIN) di depan Sidang Pengadilan Agama Tenggarong ;

Menetapkan anak bernama :
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Berada dalam pemeliharaan Pemohon

Halaman 4 dari 5 halaman

Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Atau :

Memberikan putusan yang adil menurut syariat Islam.----------

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon
dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan
Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi
dengan mediator , sebagaimana laporan mediator tanggal
#tanggal_laporan_mediator#, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan
Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban
pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi
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Dalam Eksepsi

1. Bahwa
2. Bahwa
B, BaNWA o
dst;
Dalam Pokok Perkara
L. BaANWA oot ;
2. BaANWA ..o :
B, BaNWaA oo dst;
Dalam Rekonvensi
1. Bahwa.
2. Bahwa
3. BaNWA
dst;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Termohon memohon kepada
Pengadilan Agama/Mahkamah Syariyah ......................... agar menjatuhkan
putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

1\NS.....&

2. .

....................................................................................... dst;
Dalam Pokok Perkara

1.

2. .
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3.
PP PPPPER dst;
Dalam Rekonvensi
1o
2. i
3.
N dst;
Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan
replik yang pada pokoknya sebagai berikut: .............ccooiiiiiiiii
Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan
duplik yang pada pokoknya sebagai berikut: ..o

Bahwa eksepsi Termohon telah diputus dengan putusan sela Nomor
321/Pdt.G/2018/PA.Tgr, tanggal #tanggal putusan_sela# yang amarnya pada
pokoknya menolak eksepsi Termohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-daliinya, Pemohon telah mengajukan
bukti berupa:

Saksi:
SAKSI 1 umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di

KABUPATEN di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
SAKSI 2 umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx XXXXX XXXxXX, tempat

kediaman di KABUPATEN di bawah sumpahnya memberikan keterangan
sebagai berikut: bahwa..............cccoceeiiiiiin s
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SAKSI 3 umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx XXxXxX XXXxXX, tempat
kediaman di KABUPATEN di bawah sumpahnya memberikan keterangan
sebagai berikut: bahwa................occociiiiiiiiennnn,
SAKSI 4 umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx XXXxX XXXxXX, tempat
kediaman di KABUPATEN di bawah sumpahnya memberikan keterangan
sebagai berikut: bahwa..............cccocoeiiiiiiine s
Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan rekonvensinya,
Termohon telah mengajukan bukti berupa:
A
Surat:

#alat_bukti_pihak2_agama#
B.
Saksi:

#tanya_jawab_putusan_pihak2 agama#

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat
(discente) pada hari ......... tanggal ................ yang pada pokoknya sebagai
DEIIKUL: .ttt e e e e e e b e e e e e e annaeas

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan

kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

putusan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi
Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa eksepsi Termohon Konvensi telah diputus dengan
putusan sela Nomor ................ , tanggal ................ , yang pada pokoknya
menolak eksepsi Termohon Konvensi;
Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon

Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;
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Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para
pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah
memenuhi maksud pasal 130 HIR/154 Rbg, juncto Pasal 82 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan
mediator y namun berdasarkan laporan mediator tanggal
#tanggal laporan_mediator# mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian,
dalam pemeriksaaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi adalah

sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalii permohonan Pemohon
Konvensi, Termohon Konvensi telah memberikan pengakuan murni atas dalil-
dalil permohonan angka ....... pereeees , sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan telah
terbukti berdasarkan pasal 311 R.Bg/174 HIR;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi memberikan pengakuan
berklausul/pengakuan berkualifikasi/membantah dalil-dalil angka ....... peereees , dan
....... , oleh karena itu Pemohon Konvensi wajib membuktikan dalil-dalil tersebut;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi
dengan dihubungkan jawaban Temohon Konvensi, replik dan duplik, maka yang
menjadi pokok sengketa adalah sebagai berikut:
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O TP

2 PP dst.
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-daliinya Pemohon

Konvensi telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dst .... serta ...... orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah
bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta
otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon Konvensi dan
Termohon Konvensi telah melangsungkan perkawinan pada tanggal
#tanggal_perkawinan# tercatat pada #kua_tempat_menikah#. Bukti tersebut
tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah
memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai
kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal
285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi
............. yang dikeluarkan oleh ........... tidak bermeterai, sehingga bukti
tersebut tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu bukti P.2 tersebut
dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta
di bawah tangan bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi
bukti tersebut menjelaskan mengenai ........................... Bukti tersebut tidak
dibantah oleh Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenubhi
syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan
yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg/1875
KUHPerdata/BW;

Menimbang, bahwa saksi 1 (nama saksi), saksi 2 (nama saksi) dan
saksi 3 (nama saksi), yang diajukan Pemohon Konvensi ketiganya sudah
dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah
disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya ketiga saksi tersebut memenuhi
syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR /
Pasal 172 ayat (1) R.Bg;
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Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon Konvensi
L= T =T o= P , adalah fakta
yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-
dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan
saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam
Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki
kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 Pemohon Konvensi mengenai
..................................................................................... , adalah fakta yang tidak
dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri/, oleh karena itu keterangan saksi
tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171
HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon
Konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu
keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172
HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalii bantahannya,
Termohon Konvensi mengajukan bukti surat T.1, T.2, dst., serta ..... orang saksi
(nama saksi);

Menimbang, bahwa bukti T.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi
................ yang dikeluarkan oleh .................... bermeterai cukup, tidak
cocok dengan aslinya, bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil, sehingga
harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi
................ yang dikeluarkan oleh .................... bermeterai cukup, di-
nazegelen, akan tetapi isinya tidak mendukung dalil-dalil bantahan Termohon
Konvensi, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat materiil, oleh karena
itu bukti T.2 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 Termohon Konvensi, sudah dewasa,
berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah
terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam
Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg. Namun demikian keterangan
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saksi 1 Termohon Konvensi mengenai ..............., adalah fakta yang tidak
dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri (testimonium de auditu), oleh
karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil
sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga
keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 2 Termohon Konvensi, sudah dewasa,
berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil
sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg,
namun demikian keterangan saksi 2 Termohon Konvensi mengenai ......... ,
adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan
dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon Konvensi, akan tetapi
keterangan saksi tersebut tidak didukung oleh bukti yang lainnya, sehingga
keterangan seorang saksi saja tidak dianggap pembuktian yang cukup (unus
testis nullus testis) dan harus dikesampingkan, sesuai Pasal 169 HIR/Pasal 306
R.Bg juncto Pasal 1905 BW;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon Konvensi, bukti
P.1, P.3, Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon Konvensi terbukti fakta-fakta sebagai
berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat

disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :
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Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan
Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 junctis Pasal 19 huruf
......... dan Pasal 116 huruf ........ Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah sesuai dengan
Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor .... tanggal .... yang
memberikan kaidah hUKUM ...

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma
hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran .......cocoeveveins
2. AlHadis .......c.ceevinennn. dan
3. Kaidah fikih ......................... ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas dan Pemohon Konvensi belum pernah menjatuhkan talak/baru
menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon Konvensi
mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam,
oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, maka permohonan Pemohon pada petitum angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan
kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan
Agama Tenggarong, diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar
talak, setelah ikrar talak diucapkan, kepada #kua_tempat_menikah# dan
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ........
Kabupaten/Kota....... serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan ........ Kabupaten/Kota.......... ;

Dalam Rekonvensi
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Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat
Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;
Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan dalil-dalil

sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil rekonvensi tersebut, Tergugat
Rekonvensi memberikan pengakuan secara murni terhadap dalil-dalil angka
............................ sehingga berdasarkan Pasal 174 HIR/Pasal 311 R.Bg, dalil-
dalil tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi membantah/mengakui

secara berklausul/secara kualifikasi terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat

Rekonvensi angka .......... dan ....... Oleh karena itu Penggugat Rekonvensi
wajib membuktikan dalil-dalil angka ...... dan .....tersebut;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil angka ...... dan ...... ,

Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat PR.1, dst., serta ....
orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti PR.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi
............. yang dikeluarkan oleh .............. bermeterai cukup, di-nazegelen,
dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan hal .............. , bukti
tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, sehingga bukti tersebut telah
memenuhi syarat formil dan materiil, maka mempunyai kekuatan pembuktian

yang sempurna;
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Menimbang, bahwa bukti PR.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi
................ yang dikeluarkan oleh .................... bermeterai cukup, di-
nazegelen, akan tetapi isinya tidak mendukung dalil-dalii Penggugat
Rekonvensi, oleh karena itu bukti tersebut tidak memenuhi syarat materiil dan
harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa bukti PR.3 adalah bukti tertulis berupa fotokopi
................ yang dikeluarkan oleh .................... bermeterai cukup, di-
nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan hal
.......................... , bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi,
oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil,
sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan
mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat Rekonvensi, tidak
mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Penggugat Rekonvensi,
sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga saksi tersebut
memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR/Pasal 172
R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat
Rekonvensi mengenai dalil-dalil angka .......... , adalah fakta yang dilihat
sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang
harus dibuktikan oleh Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu keterangan saksi
tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal
171 ayat (1) HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki
kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat
Rekonvensi bersesuaian satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua
orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal
308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 3, Penggugat Rekonvensi mempunyai
hubungan keluarga/pekerjaan dengan Penggugat Rekonvensi, walaupun sudah
dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, saksi tersebut tidak memenuhi
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syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR/Pasal 172 R.Bg.,
sehingga saksi tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat
Rekonvensi mengajukan bukti surat TR.1, TR.2, dst., serta ..... orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti TR.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi
................ yang dikeluarkan oleh .................... bermeterai cukup dan tidak
sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil,
oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti TR.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi
................ yang dikeluarkan oleh .................... bermeterai cukup, di-
nazegelen, akan tetapi isinya tidak mendukung dalil-dalil bantahan Tergugat
Rekonvensi, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat materiil dan harus
dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 Tergugat Rekonvensi, tidak mempunyai
hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Tergugat Rekonvensi, sudah
dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga saksi tersebut
memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR/Pasal 172
R.Bg. Namun demikian keterangan saksi 1 Tergugat Rekonvensi mengenai
dalil-dalil Penggugat Rekonvensi angka ......... , adalah fakta yang tidak dilihat
sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri sehingga keterangan saksi tersebut
tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 ayat
(1) HIR/Pasal 308 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi tersebut harus
dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 2 Tergugat Rekonvensi, tidak mempunyai
hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Tergugat Rekonvensi, sudah
dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil
sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR/Pasal 172 R.Bg. Namun demikian
keterangan saksi 2 Tergugat Rekonvensi mengenai dalil-dalil angka .......... ,
adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, akan tetapi
tidak didukung bukti lainnya, sehingga keterangan seorang saksi tersebut
merupakan keterangan saksi unus testis nullus testis, oleh karena itu harus

dikesampingkan;
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Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh bukti tertulis dan bukti
saksi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi tidak dapat melumpuhkan
seluruh bukti tertulis dan bukti saksi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi,
bukti PR.1 dan PR.3, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat Rekonvensi serta hasil
pemeriksaan setempat (discente) ditemukan fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat

disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal

......... Undang-Undang Nomor ............ juncto Pasal ................. Kompilasi
Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah sesuai dengan

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor ..... tanggal............ !

1 Jika merujuk yurisprudensi
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Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma
hukum Islam yang terkandung dalam:
1. Alquran .......coocovieneinnns
2. AlHadis ......c.coovvinennn. dan
3. Kaidah fikih ........................ yang diambil sebagai pendapat majelis
berbunyi sebagai berikut...............ccccceeennne
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi telah terbukti dan karenanya
dapat dikabulkan seluruhnya;
Dalam Konvensi dan Rekonvensi
Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang
perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam konvensi
maupun rekonvensi dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat

rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Konvensi :

Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi untuk sebagian;

Memberi izin kepada Pemohon Konvensi || GcCNGNEEEEEE
untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (| Gz
) di depan sidang Pengadilan Agama Tenggarong;

Menolak permohonan Pemohon Konvensi untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi :

Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk
seluruhnya;

Menetapkan anak hasil perkawinan Penggugat Rekonvensi dan
Tergugat Rekonvensi yang bernama :  Arhab Mubarak bin Hendra Mustafa,

umur 9 tahun;
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Az Zahra Nur Latifah binti Hendra Mustafa, umur 5 tahun, berada dalam
hadhanah Penggugat Rekonvensi;

Memerintahkan Penggugat Rekonvensi memberi akses seluas-luasnya
kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan memberi kasih saying kepada
kedua anak yang diasuh Penggugat Rekonvensi tersebut;

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah kedua anak
tersebut minimal sejumlah Rp 5.00.000.00 (lima juta rupiah) setiap hingga
anak-anak tersebut dewasa atau mandiri yang diserahkan melalui Penggugat
Rekonvensi;

Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat
Rekonvensi berupa; Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 6.000.000,-
(enam juta rupiah);

Mutd€™ah berupa uang sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban nafkah
iddah dan muta€™ah tersebut dalam point 5 sebelum pengucapan ikrar talak;
Dalam Konvensi dan Rekonvensi :
Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk
membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.421.000,00 (satu juta empat ratus

dua puluh satu ribu rupiah):

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 25 Zulgaidah 1439 Hijriah, oleh kami Drs. Akhmar
Samhudi, SH. sebagai Ketua Majelis, Reny Hidayati, S.Ag., SH., M.H.l. dan
Drs. H. Ahmad Syaukani masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh
Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu
oleh Siti Azizah, S.H.l. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon
Konvensi/Tergugat Rekonvensi/kuasanya dan Termohon Konvensi/Penggugat
Rekonvensi/kuasanya;
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Hakim Anggota,

Reny Hidayati, S.Ag., SH., M.H.I.

Hakim Anggota,

Drs. H. Ahmad Syaukani

Perincian biaya :

Pendaftaran
Proses
Panggilan
Redaksi
Meterai
Jumlah

arwprE
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Ketua Majelis,

Drs. Akhmar Samhudi, SH.

Panitera Pengganti,

Siti Azizah, S.H.I.

Rp30.000,00
Rp50.000,00
Rp2.070.000,00
Rp10.000,00
Rp6.000,00
Rp2.166.000,00

( dua juta seratus enam puluh enam ribu rupiah )
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